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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagat makhluk sosial memiliki kebutuhan dasar berupa
sandang, pangan dan papan, Warga Negara Indonesia berhak atas penghidupan
yang layak scbagaimana disebutkan dalam Pasal 27 avat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 bahwa :

Thap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan vang lavak

bagi kemanustaan.

Dalam memenul penghidupan yang lavak, umumnva mavoritas warga negara
menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda dua (sepeda motor ) atau
kendaraan roda empat { mobil ) mengingat jauhnya jarak tempuh dan sempitnya
waktu terutama di kota-kota besar, antara lain di Makassar. Kebutuhan kendaraan
roda empat baik di kota Makassar maupun di kota-kota besar lainnya di Indonesia
semakin meningkat setiap tahunnya vang mengakibatkan meningkatnya jumlah
produksi mobil dan harga mobil.

Mobil adalah suatu kendaraan roda empat vang digerakkan dengan tenaga
mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyail bentuk tertentu
Mobil termasuk barang mcwah dan harganva sangat mahal schingga tidak semua
orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Karena hal tersebut maka
banyak orang atau badan usaha yang mendirikan Rental mobil {persewaan mohil)
yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati

fungsi dan fasilitas mobil tersebut. Rental mobit (persewaun mobil} adalah
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Sehingga perikatan yang terjalin dalam perjanjian sewa menvewa antara
penyewa dan perusahaan rental mobil untuk jangka waktu tertentu dalam suatu
perikatan menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa mobil dan perusahaan
rental mobil. Jika salah satu pihak wanprestast maka sesuai isi perjanjian salah
satu pihak harus melakukan ganti rugi.

Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk menvusun skripsi
dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (rental) Mobil di

Kota Makassar .

1.2 Rumusan Masalah
Untuk mencapal substansi tujuan penelitian, maka penuhis merumuskan
permasalahan sebagat berikut:
a. Bagaimanakah keabsahan perjanjian sewa menyewa rental mobil dt Kota
Makassar ?
b. Apakah hak dan kewajiban para pihak dan bagaimana bila terad:
wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rental mobil di Kota

Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penehtian im adalah:
a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil

rental di Kota Makassar.



b. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi wanprestasi di dalam

perjanjian sewa menyewa mobtl rental di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan
bagi praktisi hukum, pemerintah dan khususnya para hakim yang
menangani perkara perjanjian sewa menyewa rental mobil

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
warga masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa rental mobil

¢. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dalam
perjanjian sewa menyewa dan khususnya terhadap sewa menvewa mobil

rental.

1.5 Metode Penelitian
a. Lokast Peneiitian
Adapun lokasi penelitian vaitu di kota Makassar, dengan dasar pertimbangan
bahwa pada lokasi tersebut jika dibandingkan dengan itu Kota lainnya di Pulau
Sulawesi, Kota Makassar adalah kota yang maju dan lebih banyak usaha rental
mobil dan memungkinkan lebih banvaknya terjadi perbuatan melawan hukum.
b. Jenis dan Sumber Data
1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:



a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan tanya
jawab langsung kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran studi
kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan
atau dokumen, literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan
masalah dan objek penelitian yang diteliti.

2) Sumber Data
Adapun sumber data dari penulisan ini, yaitu:

a. Sumber Penelitian Lapangan (/ield Research), yaitu sumber data
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak
hukum ketika terjadi pelanggaran hak cipta lagu.

b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber
data yang diperoleh dari hasil mempelajari atau menelaah beberapa
literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung
penulisan skripsi ini.

3) Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Tekmk Wawancara (/mrerview), yang dilakukan penulis untuk
memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dan responden atau
informan yaitu pelaku penyewa rental mobil, dan pemilik usaha
rental mobil dengan menggunakan cara wawancara langsung.

b. Teknik Kepustakaan, dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di

mana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mempelajari




dokumen-dokumen vang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya
penulis akan menelaah peraturan-peraturan dan kasus-kasus sewa
menyewa rental mobil yang juga berkaitan dengan penelitian 1ni.
4) Teknik Analisis Data
Semua data vang diperoleh dan hasil penehtian akan disusun dan
dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara
deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.




BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka dirinya

terhadap satu orang atau lebih™,

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian
dilakukan oleh satu orang atau yang telah mengikatkan diri terhadap orang lain.

Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa,
pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa
barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus
mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang
maupun bertambah, kecuali ada kesepatan lain yang disepakati saat sebelum
barang berpindah tangan.

Perjanjian mempunyai banyak pengertian tergantung dari para ahli yang
menjelaskannya pengertian perjanjian tidak hanya menurut Pasal 1313
KUHPerdata adapun perjanjian menurut para ahli yang menjelaskan tentang
pengertian perjanjian itu sendiri antara lain para ahli tersebut adalah Subeku,
Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo. Subekti mengatakan perjanjian
adalah ™

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melakukan suatu hal (R. Subekti, 1998: 2),



sedangkan Harahap Yahya mendefinisikan bahwa perjanjian sebagai suatu
tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri
kepada seseorang atau lebih. (M. Yahya Harahap, 1986: 23),

dan Sudiknoe Mertokusumo menjelaskan seperti di bawah ini:

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat unyuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak
itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atas hak dan
kewajiban vang mengakibatkan untuk ditaati dan dijalankan. kesepakatan
itu adatah untuk menimbulkan kewajiban dan hak dan kalau kesepakatan
Ilu hlanggar maka akibal hukumnya si pelanggar dikenakan akibat
hukum. (Sudikno Mertokusumo, 1995: 97).

Berdasarkan beberapa defimst di atas dapat dirumuskan bahwa perjanjian

adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan

akibat hukum dan selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian. Beberapa pengertian

perjanjian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau

lebih berdasarkan kata sepakat untuk melakukan suatu hal tertentu.

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badrulzaman asas perjanjian ada 10 yaitu:
1. Kebebasan mengadakan perjanjian

2. Konsensualisme

3. Kepercayaan

4. Kekuatan mengikat

5. Persamaan hukum

6. Keseimbangan

7. Kepastian hukum

8. Moral



namun

9. Kepatutan
10. Kebiasaan (Mariam Darus Badrulzaman, 2006:108)
Menurut Salim HS, hukum perjanjian mempunyai beberapa asas,
secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:
1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian
dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak
melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Pasal 1337
dan 1338 KUHPer). Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat
mutlak tetapi relative (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab).
Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Jika
dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan
kebebasan para pihak untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.
Namun keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak
melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal
1320, Pasal 1338 KUHPer). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan

kemauan para pihak.




3. Asas mengtkatnya suatu perjanjian (pactu sunt servanda)
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi yang membuatnya (Pasal 1338 avat (1) KUHPer).
4. Asas itikad baik (togue dentrow)
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 avat
{3} KUHPer). Itikad baik ada dua yakni:
1) Bersitat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
2) Bersifat subyektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang,
5. Asas kepnibadian {personalitas)
Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan petjanjian
kecuali untuk dirtnya sendini. Pengecualian terdapat di dalam Pasal 1317
KUHPerdata tentang janh untuk pihak ketiga. (Salim HS, 2003:9)
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian
Untuk memenuhi syarat sahnva perjanjian adapun 4 (empat} yang harus di
penuhi, dalam empat syarat tersebut ada syarat subjektif maupun syarat objektif
hal itu terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata menentukan, yakn :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

S

. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

. suatu pokok persoalan tertentu,

tud

4. suatu sebab yang tidak terlarany.
Untuk keempat bunyi pasal 1320 KUHperdata dijelaskan bahwa:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirt
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Sepakat mereka yang membuat perjanjian adalah kedua belah pihak atau
purn pihak yang mengadakan perjanjion haruslah sepukat dan setuju utas hal-hal
vang diperjanjiskn anpa adanya paksaan (chreong), kekelinan (dwaling) dan
penipuan (hedrng). Kekhilafnn dupat terjudi mengenai orang atau mengenai benda
atau barang vang menjadi pokok atau tujuan dari prihak-pihak vang mengadakan
perjanjian. Penipuan dapat terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberika
keterangan-keterangan yang tidak benar disertai akal-akalan sehingga membuat
pihak lain terbujuk, sehingga mau melakukan perjanjian. Paksaan dapat terjadi
jika pihak-pihak memberikan kesepakatannya itu karena takut terhadap suatu
ancaman.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPer menyatakan * setiap orang adalah cakap untuk
membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak
cakap”. Tak cakap yang dimaksud adalah seperti vang disebutkan dalam Pasal
1330 KUHPer yaitu:

1) orang-orang yang belum dewasa

2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan
oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang
kepada siapa undang-undang telah melarang membuat
persetujuan-persetujuan tertentu

3. Suatu hal terteniu
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Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu dalam hal ini adalah
objek perjanjian, prestasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPer,
“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang vang paling
sedikit ditentukan jenisnya”, tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak
tentu, asal saja barang itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jika pokok
perjanjian atau objek perjanjian 1tu kabur atau tidak jelas maka penjanjian itu
dapat chibatalkan. Oleh karena itu apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka
mengakibatkan perjanjan yang terjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa agar perjanpian itu mempunyai
kekuata hukum vang sah maka prestasi yang menjadi objek perjanjian itu
harus ditentukan atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Jems-jenis perjanjan tertentu vang dengan jelas bertentangan dengan
ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. (Abdulkadir
Muhammad, 1982:94).

Menurut Pasal 1337 KUHPer vang berist “suatu sebab adalah terlarang
apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum”, oleh karena itu apabila suatu perjanjian tidak memenuhi
ketentuan ini maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu
dianggap tidak pernah ada sejak semula tanpa dimintakan pembatalan dimuka

hakim.




2.1.4 Jenis- Jenis Perjanjian

Perjanjian dilihat dari aturan berlakunya ada beberapa macam jenisnya.
Jenis tersebut untuk membedakan jenis perjanjian apa yang akan digunakan dalam
sebuah perjanjian,menurut Pasal 1319 KUHPer ada dua macam perjanjian:
1. Perjanjian bernama
2. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang telah disebutkan dalam
KUHPerdata, dalam hal ini perjanjian bernama masuk kategori perjanjian khusus
yaitu perjanjian yang diatur dalam bagian khusus dan biasanya diberi nama seperti
contohnya jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa, maka bagian khusus
itulah yang memuat perjanjian-perjanjian
bernama dan diatur dalam Bab 1, 2, 3 dan 4 Buku [Il KUHPer. Perjanjian tidak
bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer tetapi timbul didalam

masyarakat misalnya perjanjian beli sewa.

2.1.5 Akibat Perjanjian

Perjanjian mempunyai akibat meurut Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:
1. Perjanjian mengikat para pihak, pihak yang dimaksud adalah para pihak yang
membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata), ahli waris berdasarkan alas
hak umum karena mereka itu memperoleh segala hak dar sesorang secara tidak
terperinci, pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang
dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari

seseorang secara terperincy/khusus.
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2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena (Pasal 1338 ayat
(2) KUHPerdata) merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3. Penanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata). Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban
di pihak yang lain dan yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi
isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu
perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip
kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dhmasukannya itikad baik
dalam pelaksanaan perjanjian berarti kita harus menafsirkan perjanjian itu

berdasarkan keadilan dan kepatutan.

2.2. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHperdata adalah:

"Sewu menvewa adaluh suutu perjanyian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinva untuk memberikan kepada pihuk yvang lainnya

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suwatu wakitu tertentu dan dengan
pembavaran suatu harga vang oleh pihak yang tersebut terakhir itu
disanggupi pembavaranma”

Pengertian tersebut di atas memberi pengertian bahwa scbenarnya pihak
yang mcnycwakan menyerahkan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak
penyewa, dan pihak penyewa membayar sejumlah harga atas barang yang
disewanya. Tegasnva hanya sepihak saja yang menyewakan, bukan saling sewa

diantara mereka. Dimaksudkan dengan sewa menyewa dalam Pasal 1548

KUHPerdata tersebut persewaan atau rental. Beberapa sarjana juga
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mengemukakan definist tentang perjanjian sewa menyewa yang ditulis dalam
bukunya, antara lain yang dikemukakan oleh M. Isa Arief, beliau memberikan

definisi tentang perjanjian sewa menyewa seperti di bawah ini:

“Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak vang satu
berkewajiban untuk memberikan kenikmatan atas suatu benda kepada pihak
lainnya dengan harga yang oleh pihak lain disetujui untuk dibayar”.
Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat distimpulkan
bahwa ciri-cirn dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:
1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri
Pihak yang pertama adalah pthak yang menyewakan yaitu pihak yang
mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pthak penyewa, yaitu pihak yang
membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian
sewa-menyewa dapat bertindak untuk din sendiri, kepentingan pihak lain, atau
kepentingan badan hukum tertentu.
2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa
Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak
maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan
atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran
sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga mengunakan barang ataupun
jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan

kepada penyewahanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam

perjanjian,
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3. Ada kenikmatan yang diserahkan

Kemkmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang

disewa serta menikmatt hasil dan barang tersebut. Bagi pihak yang

menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa

menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. (R. Subekti, 1985; 40)

Menurut Wiryono Projodikoro (1974:190) sewa-menyewa barang adalah suatu
penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan
memungut hasil dan barang ttu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh
pemakai kepada pemtlik.

Untuk pembayaran yang dibavarkan oleh penyewa dapat dilakukan dengan
cara menggunakan langsung uang karena dengan cara int sangat praktis dalam
melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka
dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

» Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,

* Adanya konsensus antara kedua belah pihak,

e Adanya objek sewa menyewa, vaitu barang, baik bergerak maupun tidak

bergerak,

» Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan

kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda,

= Adanya kewajiban dan penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran

kepada pihak yang menyewakan.




Adapun lebih lanjut vang dikemukakan oleh Wirvono Projodikoro

{1974:50) tentang tujuan dari perjanjian sewa menyewa yaitu

Tujuan dari diadakanya perjanjian sewa-menyewa adalah untuk

memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang

bukan bersetatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai
hak atas benda tersebut. Jadi benda yang dapat disewakan oleh pihak yang
menyewakan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak
mengunakan hasil, hak pakai, hak sewa (hak sewa kedua) dan hak guna
bangunan.

2.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebelum membahas Hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih dahulu
melihat apa yang menjadi subyek dalam perjanpan sewa menyewa. Adapun
subyek dar pepanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanva
pihak vang menyewakan. Scdangkan yvang menjadi obyek dan penjanjian sewa
menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan atau sering disebut sebagay barang yang halal.

Hak dan kewajiban baik pihak vang menyewakan maupun pihak penvewa
harus benar-benar dimengerti oleh pihak-pthak yang mengadakan perjanjian agar
perjanjian dapat berjalan sesuai dan 1si perjanjian sewa menyewa tersebut, hak
dan kewapban para pihak antara lain;

1. Hak dan kewajiban yang menyewakan
Perjanjian sewa menyewa memberikan hak-hak kepada pihak vang menvewakan
antara lain adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

1) Menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan

di dalam perjanjiannya.
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2) Menerima kembali barang yang disewakan setelah jangka waktu sewa
berakhir.
3) Berhak menuntut pembetulan perjanjian sewa menyewa dengan
disertai penggantian kerugian apabila penyewa ternyata menyewakan terus
barang yang disewakan kepada pihak ketiga, kecuali apabila diperbolehkan di
dalam perjanjiannya. Selain hak ada juga kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pihak yang menyewakan antara lain:
1) Pasal 1550 KUHPer menyebutkan kewajiban pihak yang menyewakan antara
lain:
(1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
(2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat
dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
(3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada
barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa.
2) Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan
dalam keadaan terpelihara segala-galanya (Pasal 1551 KUHPerdata) Ia harus
selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang
yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang
menjadi wajibnya si penyewa.
3) Pihak yang menyewakan harus harus menanggung si penyewa terhadap cacad
dari barang vang disewakan, yang merintang) pemakaian barang itu, biarpun
pihak vang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat

persetujuan sewa. (Pasal 1552 KUHPerdata)
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4) Jika selama waktu sewa, barang vang disewakan sama sekali musnah

karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi
hukum. (Pasal 1553 KUHPerdata)

5} Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa merubah
ujud maupun tataan barang yang disewakan. (Pasal 1554 KUHPerdata)

2. Hak dan kewanban pihak penyewa

Hak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa adalah merupakan kewajtban
pihak vang menyewakan diatur dalam pasal 1550, 1551, 1552, 1553 dan 1554
KUHPerdata adalah sebagai benikut:

1) Menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang
telah ditentukan dalam perjanjian.

2) Memperoleh kenikmatan yang tentram atas pemakaian barang yang disewanya,
selama sewa menyewa berlangsung

3) Apabila selama berlangsungnya sewa menyewa, dalam pemakaian barang yang
disewanya ternyata penyewa mendapat gangguan dan pihak ketiga berdasarkan
atas hak yang dikemukakan oleh pthak ketiga tersebut, maka penyewa berhak
untuk menuntut kepada pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurang.
Pengurangan uang sewa harus sepadan dengan gangguan tersebut dan apabila
sampat pihak ketiga menggugat didepan pengadilan, maka penyewa dalam
menuntut agar yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.

4) Berhak atas ganti kerugian, apabila yang menyewakan menyerahkan barang

yang disewakan dalam keadaan cacat, yang telah mengakibatkan suatu kerugian
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bagi penyewa di dalam pemakaiannya. Kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan pihak penyewa antara lain adalah seperti dibawah ini:
1) Menurut Pasal 1560 KUHPerdata penyewa harus melakukan dua kewajiban
utama yaitu:
{1} Menggunakan barang yang disewanya sebagai bapak rumah yang baik
sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang tersebut menurut
perjanjian.
(2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
2) Penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan kecil yang biasa
terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya.
3) Penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya kecuali apabila
penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi karena diluar suatu
kesalahan st penyewa.
2.2.2 Risiko Dalam Sewa Menyewa

Ketentuan tegas tentang siapa yang memikul kerugian belum ada,
hanya sebagai pegangan bagi kita adalah Pasal 1553 KUHPerdata yang berbunyi
Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu
kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur dem hukum”. Jika
barang hanya sebagian musnah pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan,
apakah akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan
persetujuan sewa serta berhak atas ganti rugi. Terhadap musnah barang dalam
jangka waktu perjanjian sewa menyewa masth berlangsung, bisa menimbulkan

persoalan sebagai berikut:



1.
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Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah seluruhnya Apabila
musnah seluruh barang menurut hukum perjanjian sewa menyewa gugur
demi hukum. Lebih lanjut M. Yahya Harahap berpendapat “kalau akibat
musnah seluruh barang vyang disewakan dengan sendinnya {Vun
Reuhtwege) menggugurkan sewa menyewa f(idak perlu  meminta
pernyataan batal (Niefig Verklering). Resiko kerugian dibagi dua antara
yang menyewakan dengan pihak penyewa. (M. Yahya Harahap, 1986:234)
Apabila musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka dengan
sendirinya para pthak dapat menuntut pembayaran harga sewa. R. Subekti
berpendapat bahwa “akibat musnah barang yang disewakan masing-
masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pthak lawan
berarti akibat musnah barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh
pihak yang menyewakan”. (R. Subekti, 1985:44)

2.Jika objek perjanjian hanya musnah sebagian Pihak penyewa dapat
memilih cara yang akan digunakan dalam peristiwa yang mengakibatkan
objek perjanjian hanya musnah sebagian antara lain:

1Y Cara memperhitungkan kerugtan pihak penyewa dalam rangka
pengurangan harga sewa yang harus dibayar,

2) Menyangkut kewajiban pemeliharaan pihak yang menyewakan
melakukan perbaikan selama sewa menyewa masih berlangsung.
Pegangan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap bahwa "bukan semua
kemusnahan atau kerusakan dikategorikan kedalam pasal 1553

KUHPerdata tersebut, kemusnahan atau kerusakan atas sebagian yang




sungguh-sungguh seriuslah baru dianggap relevan yang dimaksud dengan

pasal itu”. (M. Yahya Harahap, 1986:236)

Sedangkan kemusnahan yang dianggap serius imi adalah sesuatu yang
telah musnah mengakibatkan bagian yang essensial dari barang tadi sudah lenyap,
sehingga kalau dilakukan rehabilitasi atau rekontruksi tidak mungkin lagi
mengembalikan ke keadaan semula.

Adapun lebih lanjut di kemukakan oleh R. Subekti (1985:92) Resiko
adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa
yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang
menjadi obyek dari suatu perjanjian.

Risiko merupakan suatu akibat dar suatu keadaan yang memaksa
(Overmacht) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi.
Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa
diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang / obyek
sewa. sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan
para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum.

2.2.3 Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian sewa menyewa dapat berakhir apabila:
1) Telah berakhirnya batas waktu yang secara tegas ditentukan secara
tertulis (Pasal 1570 KUHPerdata).
2) Sewa menyewa berakhir dalam jangka waktu tertentu yang

diperjanjikan secara lisan (Pasal 1571 KUHPerdata).
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2.3 Wanprestasi

Istilah wanprestasi/ingkar janp, berasal dan bahasa Belanda yang artinya
prestasi yang buruk. Wanprestasi terjadi apabila dalam suatu perjanjtan salah satu
pithak tidak melakukan kewajibannya, baik karena alpa atau kelalaian. Pasal 1238
KUHPerdata menentukan bahwa: ~Si berhutang adalah lalai, bila 1a dengan surat
perintah atau demi perikatannya sendiri, 1alah jika menetapkan bahwa si
berhutanyg dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Menurut R. Subekti wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak memenuhi kewajibannya.

2. Terlambat memenuhi kewajibannya.

3. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

4. Melakukan sesuatu vang menurut perjanjian fidak bolehdilakukan. (R.

Subekti, 1998: 146)
Adapun kerugian dalam wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat
bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga

kategori, yaitu :

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi), Ganti rugi

sering diperinci meliputi tinga unsure, yakni:

a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-
nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan

kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;




c. Bunga adalah kerugian vang berupa kehilangan keuntungan yang

sudah dibavangkan atau dihitung oleh kreditor.

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Pegjanjian, Di dalam pembatasan
tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH
Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanpan bertujuan
membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian
diadakan.

3. Peralthan Risiko, Peralithan nsiko adalah kewajiban untuk memikul
kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak
vang menimpa barang dan menjadi obvek perjanjian sesuai dengan Pasal

1237 KUH perdata.




BAB3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil di Kota Makassar

Sewa menyewa mobil di Kota Makassar sudah merupakan alternatif
untuk para pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil untuk memenuhi
kebutuhannya, baik personal maupun perusahaan-perusahaan. Proses untuk
menyewa mobil pada salah satu perusahaan jasa sudah pasti ada prosedur
yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada
tiga objek penelitian di Kota Makassar, bahwa dalam pelaksanaan sewa
menyewa rental mobil perusahaan itu mempunyai persyaratan yang berbeda-
beda.

Ketiga objek penelitian tersebut adalah :

1. Rental mobil Ibu Nita berada di Kota Makassar yang beralamatkan di
Jalan. Barawaja No. 12, Rental Mobil Ibu Nita di Kota Makassar berada
dalam skala terkecil, yang hanya mempunyai satu orang supir. Adapun
mengenai prosedur perjanjtan sewa menyewa mobil rental di rental mobil
ibu nita, wawancara Ibu Nita selaku pemilik rental mobil ibu nita tanggal
24 januan 2017 sebagai berikut:

1) Penyewa mempunyai SIM A yang masih berlaku, apabila tidak
mempunyai SIM A tidak dapat menyewa mobil karena untuk

megemudikan mobil harus mempunyai SIM A agar tidak melanggar
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hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan

tidak menjadi masalah baik untuk penvewa maupun pihak rental.
2) Penyewa wajib mempunya) KTP Makassar yang masih berlaku.
lbu Nita mengatakan bahwa kami mempunyai 2 mobil rental dengan
harga yang bervariasi tergantung merk mobil dan adapun merk mobil
tersebut sebagai berikut:

1) Toyota Avanza Rp. 250.000 / 24 jam

2) Suzuki Apv Rp. 350.000 / 24 jam

3) Luar Makassar Rp. 500.000 /24 jam

4) Sopir Rp. 150.000 (di luar dani harga rental)
Selanjutnya dikatakan Ibu Nita berdasarkan harga sewa mobil dibedakan
atas jenis mobil tersebut.
CV. Dian Putri adalah salah satu perusahaan rental mobil di Kota
Makassar yang beralamatkan di Jalan. Toddopuli Raya No. 113, CV. Dian
Putri Rental Mobil dalam skala menengah, CV. Dian Putn hanya
mempekerjakan tiga orang karvawan yang bekena sebagai supir. Adapun
mengenal prosedur perjanjian sewa menyewa mobil rental di rental mobil
di CV. Dian Putri, wawancara langsung dengan Asri selaku pemilik CV.
Dian Putri tanggal 27 januari 2017 sebagai berikut:
1) Penyewa mempunyai SIM A yang masih berlaku Pengemud: harus

mempunyai SIM A yang masih berlaku apabila tidak mempunyai SIM

A tidak dapat menyewa mobil karena untuk megemudtkan mobil harus

mempunyai SIM A agar tidak melanggar hukum apabila ada razia




2)

3)

4)

yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik
untuk penyewa maupun pihak rental.

Penyewa mempunyai KTP Makassar yang masih berlaku karena
dikhawatirkan apabila tidak mempunyai KTP Makassar dapat terjadi
tindak penggelapan karena tempat tinggal penyewa tidak dapat
disurvei pihak rental.

Meninggalkan sepeda motor dan STNK penyewa sebagai jaminan.
Penyewa harus menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil
yang dibuat pihak CV. Dian Putri agar perjanjian sewa menyewa
mobil sah menurut hukum dan sebagai kata sepakat kedua belah pihak

tanpa ada salah satu pihak yang merasa keberatan atau dirugikan.

Dan adapun wawancara dengan Asdin Jaya selaku karyawan di CV. Dian.

Putri pada tanggal 27 januari 2017 yaitu:

Dalam pelaksanaan rental mobil di CV. Dian Putri kami juga menyediakan

supir jika penyewa menginginkan jasa supir tersebut, akan tetapi

penyewaan supir diluar dari biaya rental mobil.

Asdin Jaya mengatakan bahwa kami mempunyai 6 merk mobil rental

dengan harga yang sangat signifikan dan murah di banding rental mobil

lainnya dan tergantung merk mobil dan adapun merk mobil tersebut sebagai

berikut:

1) Toyota Avanza Rp. 250.000 / 24 jam
2) Daihatsu Xenia Rp. 250.000 / 24 jam

3) Daihatsu ayla Rp. 200.000 / 24 jam
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4) Honda Mobilio Rp. 300.000 / 24 jam

5) Honda Jazz Rp. 350.000/ 24 jam

6) Toyota Innova Rp. 350.000 / 24 jam

7} Luar Makassar {tambah 200 rnibu / mobil)

&) Sopir (Tergantung Kota / Luar Kota)

Selanjutnya dikatakan Asdin Jaya berdasarkan harga sewa mobil
dibedakan atas jenis mobi] dan tahun dari mobil tersebut, ada pula
tambahan jika memakai jasa sopir bergantung apakah di luar kota dan
dalam kota.
PT. Serasi Auto Raya adalah Perusahaan Rental Mobil Di Kota Makassar
yang terletak di Jalan Racing Center 3, No. 2. Dan dalam hal ini rental
mobil Serast Auto Raya di Kota Makassar berada dalam skala besar,
Dalam pengelolahan PT. Serasi Auto Raya mempekerjakan beberapa
karyawan yang masing-masing mempunyai tugas vang berbeda beda
seperty supir yang terdiri dari delapan orang karyawan, pencuci mobil
sepuluh orang karyawan. Adapun mengenai prosedur perjanjian sewa
menyewa mobil rental di rental mobil di PT. Searast Auto Raya ,
wawancara langsung dengan Yohanes selaku Direksi PT. Serasi Auto
Raya tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:
1) Penyewa mempunyai SIM A yang masih berlaku Pengemudi harus
mempunyai SIM A yang masih berlaku apabila tidak mempunyai S1M
A tidak dapat menyewa mobil karena untuk megemudikan mobil

harus mempunyai SIM A agar tidak melanggar hukum apabila ada



3)

4)

3)

6)

razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah
baik untuk penyvewa maupun pihak rental.

Penyewa wajtb mempunya: KTP Makassar yang masih berlaku
Penyewa harus menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil
vang dibuat pthak PT. Serasi Auto Raya agar perjanjian sewa
menyewa mobil sah menurut hukum dan sebagai kata sepakat kedua
belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa keberatan atau
dirugikan.

Mempunyai Kartu Keluarga (KK) Penyewa mempunyai Kartu
Keluarga (KK) sebagai keterangan yang lebih jelas selain mempunyai
KTP agar tempat penyewa tinggal lebih jelas.

Penyewal minimal mempunyai pekerjaan tetap

Penyewa bersedia disurvei tempat tinggalnya, apakah sesuai dengan
alamat KTP atau tidak, apabila penyewa tidak bersedia disurvei maka
dapat kemungkinan alamat penyewa palsu dan dapat memudahkan
penvewa untuk melakukan penggelapan terhadap mobil yang akan
disewa. Surver tempat tinggal harus dilakukan karena apabila

penyewa tidak bersedia maka penyvewa tidak dapat menyewa mobil.

Di dalam sewa rental mobil di PT. Serasi Auto Raya, adapun wawancara

dengan Bapak Irwansyah selaku administrasi di PT. Serasi Auto Raya pada

tanggal 1 februari 2017 yaitu:

Di PT. Serasi Auto Raya kami juga menvediakan jasa penyewaan supir

mobil, akan tetap: biaya rental mobil akan dikenakan biaya tambahan.



Dart penelitian dan pengamatan yang saya lakukan, adapun prosedur dari
sewa menyewa mobil dari tiga rentai mobil semuanya hampir sama akan
tetap syarat-syaratnva yang setiap rental mempunyat perbedaan.

syarat-svarat tersebut di atas adalah syarat apabila penvewa memakai
sendiri akan tetapi apabila penyewa dalam menyewa mobil memggunakan
Jasa sopir dari pihak rental mobil, maka penyewa tidak harus mempunyai
SIM A dan dikenakan biava tambahan untuk supir,

Proses pelaksanaan  perjamjian  sewa menyewa mobil  selain
memperhatikan syarat sahnya perjanjian juga memperhatikan harga sewa dari
objek. Harga sewa mobil akan berpengaruh pada berkembangnya suatu
perusahaan sewa menyewa mobil tidak hanya di Kota Makassar akan tetapi di
kota-kota lainnya. Harga yang ditetapkan suatu perusahaan sewa menyewa
mobil tentu sudah diperimbangkan matang-matang oleh pemilik perusahaan,
pthak vang berwenang dan ditunjuk oleh perusahaan atau harga kesepakatan
apabila perusahaan sewa menyewa tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja.

Harga sewa mobil dibedakan biasanya atas jenis mobil dan tahun dan
mobil, apabila dipertanvakan tentang kondisi mobil 1tu tidak merubah harga
karena mobil-mobil yang disewakan olch perusahaan sewa menyewa mobil
pasti dalam kondisi baik karena apabila tidak dalam kondisi baik itu hanya
akan merugikan perusahaan sewa mobil itu sendin.

Merugikan perusahaan vang dimaksudkan adalah apabila penyewa
menyewa mobil dan di tengah-tengah perjalanan mesin mobil tersebut macet

atau mogok maka penycwa pasti akan meminta ganti rugi atau bahkan apabila



31

masth pada lokasi vang terjangkau akan meminta unit mobil yang lain.
Keadaan tersebut apabila terjadi maka penyewa berpikir dua kali untuk
menyewa mobil lagi di perusahaan vang sama dan benta tersebut akan
menyebabkan promosi vang tidak laku dan hal tersebut sangat merugikan
suatu perusahaan sewa mobil.

Irwansyah mengatakan bahwa kami mempunvar 10 merk mobil rental
dengan harga vang sanga murah di banding rental mobil lainnya dan

tergantung merk mobil dan adapun merk mobil tersebut sebagai berikut:

1) Toyota Avanza Rp. 250.000 ; 24 jam
2) Daihatsu Xenia Rp. 250.000 7 24 jam
3) Dathatsu avla Rp. 200.000 / 24 jam
4) Ford Fiesta Rp. 250.000 / 24 jam

5) Nissan Grandlivina  Rp. 250.000 7 24 jam

6) Nissan Juke Rp. 300 000 : 24 jam

7) Honda Mobihio Rp. 300.000 / 24 jam

8) Honda Jazz Rp. 300.000 / 24 jam

9) Tovota Innova Rp. 350.000 - 24 jam

10) Bmw ser 3 Rp 500.000 24 jam

11)Luar Makassar {tambah 300 ribu / mobil)

12) Sopir (Tergantung Kota / Luar Kota)

Sclanjutnya dikatakan Irwansyah berdasarkan harga sewa mobil dibedakan
atas jenis mobil dan tahun dan mobil tersebut, perusahaan rental mobil

kami tidak merentalkan jika hanya | hari / 24 jam |, dan juga stock mobil di
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perusahaan kami akan selalu ada walau pun han raya, dan ada pula

tambahan nka memaka) jasa sopir bergantung apakah di luar kota atau

dalam kota.

3.1.1 Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa Mobil Rental

Berdasarkan hastl penehitian di 3 objek Sewa menyewa Rental Mobil

hak dan kewajiban pithak yang menvewakan sudah di jelaskan di Pasal

1551 sd 1554 dan pihak penyewa telah dijelaskan di Pasal 1560

berdasarkan KUHPerdata.

Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa

dan pihak rental (yang menyewakan) adalah sebagai benkut :

.Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ntta selaku pemilik Rental

Mobil Ibu Nita pada tanggal 24 Januari 2017 vaitu:

Ibu Nita mengatakan hak dan kewapban pithak penyewa dan prhak

yang menvewakan pada rental sava adalah sebagai benkut:

1) Hak penyewa menerima kendaraan sesuai dengan kesepakatan

b

perjanjian, Berhak menerima pembetulan atau penukaran jika
keadaan mobil yang disewa tidak sesuai dengan  yang
dipenjanjikan.

Kewajiban penvewa membayar harga sewa sesual dengan
perjanjian sewa menyewa mobil, Menandatangani surat penjanpan
sewa menvewa mobil | Penyewa menanggung semua kerugian

akibat terjadinya kerusakan.
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3) Hak pihak vang menvewakan, Menerima uang sewa sesual
dengan yang dipenanjikan, Berhak atas ganti rugi pihak penyewa
apabila kerugian diakibatkan oleh faktor kesengajaan atau
kealfaan dari pithak penyewa, Berhak menerima pembetulan
kendaraan jika ada kerusakan atau kchilangan pada kendaraan
yang disewakannya akibat kesalahan penyewa, Berhak
mendapatkan keadaan kendaraan sama seperti sebelum penyewa
menyewa mobil yang disewakannva.

4) Kewajiban Pihak vang menyewakan memberikan apa yang
menjadi hak si penyewa vaitu mobil, memberikan STNK mobil,
memberikan mobil dalam kondisi yang bagus, baik, dan mulus.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asdin Jaya Selaku Karyawan
CV. Dian Putri pada Tanggal 27 Januan 2017 vaitu:

t) Adapun hak dari penyewa menerima kendaraan sesuar dengan
kesepakatan perjanpan, Berhak menenma pembetulan atau
penukaran jika keadaan mobil yang disewa tidak sesuai dengan
vang diperjanjikan, Berhak menuntut ganti rugi pada pihak vang
menyewakan apabila terjadi macetnya mobil sewa vang
discbabkan habisnya o1 mesin.

2) Kewajiban penvewa  membayar harga sewa sesual dengan
perjanjian sewa menvewa mobil, Menandatangani surat perjanjian
sewa menvewa mobil, Keadaan mobil kembali sama pada saat

menyewa.
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3) Hak pihak yang menyewakan, Menerima uang sewa sesuai

4)

dengan vang diperjanjikan, Menenima jaminan berupa sebuah
STNK motor penyewa, Berhak atas ganti rugi pithak penyewa
apabila kerugian diakibatkan oleh faktor kesengajaan atau
kealfaan darni pihak penyewa, Berhak menerima pembetulan
kendaraan jika ada kerusakan atau kehilangan pada kendaraan

vang disewakannya akibat kesalahan penyewa, Berhak

mendapatkan keadaan kendaraan sama seperti sebelum penyewa
=

menyewa mobil yang disewakannya.

Kewajiban Pihak yang menyewakan yang menyewakan

memberikan apa yang menjadi hak si penyewa yaitu mobil,
memberikan mobil dalam kondisi yang mulus, memberikan

STNK mobil.

Lebih lanjut di jelaskan oleh pak Asdin Jaya selaku karvawan di

CV. Dian Putn1 jika ada penyewa mobil yang mengalami kesulitan di

saat perjalanan di karenakan mobil yang di sewa di tempat kami,

maka tanggung jawab kami selaku rental mobil akan membawakan

mobil yang baru dan mengganti mobil yang rusak tersebut, jika

keberadaan mobil dapat kami jangkau, dan kalau pun tak dapat kami

jangkau, kami akan mengganti biaya akan kerusakan vang di

akibatkan dari mobil yang dirental di CV kami, dengan syarat

menyertakan Nota atas kerusakan tersebut.

AL

-



3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah selaku karyawan pada
tanggal 27 Januari 2017 yaitu:

1) Adapun hak dan penvewa menerima kendaraan sesuai dengan
kescpakatan perjanpan, Memperoleh kenikmatan atas barang yang
disewa selama berlangsungnya waktu sewa, Berhak menerima
pembetulan atau penukaran pka keadaan mobil vang disewa tidak
sesual dengan yang diperjanjikan, Berhak menuntut ganti rugi pada
pthak yang menyewakan apabila terjadi macetnya mobil sewa yang
disebabkan habisnya oli mesin, air radator dan penyebab lain yang
menyebabkan penyewa mengalami kerugian waktu dan penyewa
berhak menerima ganti rugi berupa potongan harga sewa.

2) Kewajiban penyewa  membayar harga sewa sesual dengan
perjanjian sewa menyewa mobtl, Menandatangani surat perjanjan
sewa menyewa mobil , Penvewa menanggung semua kerugian akibat
terjadinya kerusakan, pelanggaran lalu hintas dan kesalahan penyewa
sendint, dalam hal 1 biava, Wapb menyerahkan kendaraannya
sesual dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanpan sewa
menyewa mobil, Keadaan mobil kembali sama pada saat menyewa.

3) Hak pihak vang menyewakan, Menerima uang sewa sesuai dengan
vang diperjanjikan, Menenma jaminan berupa scbuah STNK motor
penyewa, Berhak atas ganti rugi pithak penyewa apabila kerugian
diakibatkan oleh faktor Kkesengajaan atau kealtaan darn pihak

penyewa, Berhak menenima pembetulan kendaraan jpka ada
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kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang disewakannya
akibat kesalahan penvewa, Berhak mendapatkan keadaan kendaraan
sama sepertt sebelum penyewa menyewa mobil vang disewakannya.
4) Kewajiban  Pihak  yang menyewakan vang menyewakan,
membenkan apa vang menjadi hak si penyvewa vaitu mobil,
memberikan mobil dalam kondisi yang mulus, membenkan STNK

mobil.

3.2. Upaya Penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental
Mobil di Kota Makassar

Berdasarkan dant hasil penelitian dan pengamatan yang saya lakukan di
tiga perusahaan rental mobil, bahwa dalam upava penvelesataan sengketanva
perusahaan-perusahaan tersebut cara menyelesaikannya berbeda beda.

D1 dalam perjanjian sewa menyvewa mobil di Kota Makassar dalam
pelaksanaannya tentunva ttdak berjalan lancar dan tanpa ada hambatan atau
kelalalan wanprestasi yang terjadi baik dan pihak rental maupun phak
penyewa.

Keadaan memaksa atau overmacit juga merupakan gangguan vang
tepadi dalam perjanjian scwa menvewa mobil. bahwa wanprestas: adalah
yang paling sering dilakukan oleh phak penvewa dalam perjanjian sewa
menyewa mobil.

Wanprestasi yang terjadi pthak rental membernikan cara penyelesaian yang

harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dijelaskan sebagai berikut:
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I} Rental Mobil Ibu Nita, wawancara dengan ibu nita cara
menyelesaikan permasalahan dalam sewa menyewa mobil pada
tanggal 24 januant 2017 yaitu: Wanprestasi berupa keterlambatan
pihak penyewa mengembalikan mobil, hal tersebut sebenamya sudah
dijelaskan sebelumnya, Pihak penyewa sering memberikan alasan atas
keterlambatan, jadi dalam menyelesaikan sengketa ini maka dalam
keterlambatan mobil dihitung perjam dan biaya ganti rugi adalah 10%
dan harga sewa mobil, Kami memberikan denda dengan ketentuan
10% dar1 harga sewa untuk tiap jamnya untuk semua jenis merk
mobil.

Adapun lebih lanjut yang dikatakan oleh Ibu Nita, dalam rental mobil
kami, beda halnya jika dalam penyewaan mobil terjadi keadaan overmacht,
maka kami akan memberitahukan apa yang terjadi sehingga terjadi kerusakan
di mobil tersebut. Jika ada bukti dan benar di karenakan kerusakan mobil itu
dalam hal keadaan memaksa (overmacht), maka kami tidak meminta
pertanggung jawaban ganti rugi, akan tetapi jika ternyata karena kelalaian si
penyewa maka kami akan merundingkan bagaimana lebih lanjut proses ganti
rugt.

2} CV. Dian Putri, wawancara dengan Asdin Jaya tentang bagaimana
penyelesaian sengketa dalam sewa mobil rental pada Tanggal 27
Januari 2017 yaitu: Wanprestasi masih saja sering terjadi dalam
perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyewa padahal untuk

pengembalian malam kami memberikun toleransi waktu sampai
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2jam akan tetap1 pihak penyewa masih saja melakukan wanprestasi.
Dalam hal 1m kam akan melakukan perhitungan untuk
keterlambatan dihitung setiap jam nya dan besarnya denda adalah
10% dari harga sewa mobil yang disewa. Denda untuk tiap jamnya
adalah 10% yang diberikan kami untuk semua jenis mobil dan harus
dibayarkan apabila terlambat mengembalikan mobil sesuai dengan
lama keterlambatan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Asdin Jaya beda halnya jika dalam
penyewaan mobil terjadi keadaan memaksa, maka kami akan
memberitahukan apa yang terjadi sehingga terjadi kerusakan di
mobil tersebut. Jika ada bukti dan benar di karenakan kerusakan
mobil itu dalam hal keadaan memaksa (overmachi), maka kami tidak
akan meminta pertanggung jawaban ganti rugi, Jika ada bukti dan
benar di karenakan kerusakan mobil itu dalam hal keadaan memaksa
fovermacht), maka kami tidak meminta pertanggung jawaban ganti
rugi, tapi jika ternyata karena kelalaian si penyewa maka kami akan
meminta ganti rugi sesuai dengan kerusakan pada mobil tersebut.

PT. Serasi Auto Raya, wawancara dengan Irwansyah dalam
penyelesaian sengketa di PT. Serasi Auto Raya pada tanggal |
februari 2017 yaitu: Kami menyikapi bahwa keterlambatan pihak
penyewa mengembalikan mobil, hal tersebut sebenarnya sudah
dijelaskan sebelumnya dalam surat perjanjian sewa menyewa mobil

yvang disepakati kedua belah pihak. Jika tegadi keterlambatan



maksimal 2 jam maka pihak penyewa harus melanjutkan sewa mobil
atau membayar sesuai harga sewa perharinya. Lebih lanjut dikatakan
oleh Irwansyah beda halnya jika dalam penyewaan mobil terjadi
keadaan memaksa, maka kami akan memberitahukan apa yang
terjadi sehingga terjadi kerusakan di mobil tersebut. Jika ada bukti
dan benar di karenakan kerusakan mobi! itu dalam hal keadaan
memaksa (overmacht), maka kami tidak akan meminta pertanggung
Jawaban ganti rugi, Jika ada bukti dan benar di karenakan kerusakan
mobil itu dalam hal keadaan memaksa (overmachi), maka kami tidak
meminta pertanggung jawaban ganti rugi, tapi jika ternyata karena
kelalaian s1 penyewa maka kami akan meminta ganti rugi sesuai

dengan kerusakan pada mobil tersebut.
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BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan yang saya lakukan di

tiga perusahaan dengan skala kecil, menengah, dan besar tersebut yaitu:

Keabsahan pelaksanaan di tiga perusahaan tersebut masing-masing
mempunyai hal vang sama dan tidak, dan tiga perusahaan tersebut
mempunyai perbandingan masing-masing,

a. Seperti halnya di Rental Mobil Ibu Nita, di dalam sewa menyewa
mobil dikatakan bahwa sahnya suatu perjanjian jika pihak si
penyewa mempunyai Surat [zin Mengemudi dan KTP Makassar
yang masih berlaku.

b. Sedangkan di CV. Dian Putri di dalam penyewaan mobilnya, di
dalam perjanjian pelaksanaan sewa mobil rental penyewa wajib
menandatangani suatu perjanjian vang telah di buat oleh pihak
CV. Dian Putn dan wapb memberikan STNK beserta motornya
untuk menjadi jJaminan,

c. Lebih lanjut di PT. Serasi Auto Raya sama halnya dengan di CV.
Dian Putri perjanjian pelaksanaannya wajib menandatangant
suatu perjanjian sewa menvewa rental mobil dan jaminan STNK
beserta motornya, tetapi ada yang membedakan di PT. Serasi

Auto Raya, dalam proses pelaksanaannya sangatlah rumit d:
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karenakan penyewa harus memiliki pekerjaan tetap dan bersecha
di survei dimana tempat tinggalnya agar data yang dt masukan
sesuat dengan KTP si penyewa.

2. Tanggung jawab akan kerugian vang di karenakan wanprestasi di 3
perusahaan tersebut juga sangatlah berbeda, seperti di Rental Mobil
lbu Nita, dalam hal kerusakan pihak Rental Mobil Ibu Nita
Menanggapinya dengan cara merundingkan bagaimana hal yang
terbaik cara penggantian kerugiannya, adapun vang di karenakan
kelalatan atau pun keterlambatan perjamnya 10% dar harga sewa
mobil, Sedangkan di CV. Dian Putn, dalam hal kerusakan Pihak CV.
Dian Putri dengan cara langsung meminta penggantian kerugian
kerusakan akibat kelalaian si penyewa, adapun yang di karenakan
kelalaian atau pun keterlambatan peamnya 10% dari harga sewa
mobil. Lebih lanjut di PT. Serasi Auto Raya sama halnva di CV,
Dian Putri penggantian kerugiannya, akan tetapt dalam kelalaian atau
pun keterlambatan di PT. Serasi Auto Raya dengan cara menggant
50% harga keterlambatan perjamnya.

3. Upaya penyelesaian sengketa, Di dalam 3 Perusahaan tersebut, Di
Rental Mobil Ibu Nita, Upaya penyelesalan sengketanya dengan cara
merundingkan dan menyepakati apa vang akan menjadi putusan
vang terbaik kedua belah pihak vang menjadi permasalahannya,
Sedangkan di CV. Dian Putn ingin bertemu langsung dengan si

penyewa untuk mendengar permasalahan yang terjadi. Sama halnya
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Di PT. Serasi Auto Raya ingin bertemu langsung dengan si penyewa

untuk mendengar permasalahan yang terjadi.

4.2. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan yang saya lakukan di
tiga objek penelitian tersebut. Adapun saran yang dapat ku kemukakan vyaitu:
Dalam hal keabsahan pelaksanaan prosedur sewa menyewa mobil di tiga
perusahaan tersebut yaitu: Kepada Rental Mobil Ibu Nita, CV. Dian Putri,
PT. Serasi Auto Raya, langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah
upaya mewujudkan keselamatan, keamanan bagi para penyewa Mobil Rental
di Kota Makassar. dan supaya si penyewa merasakan suatu kepuasan terhadap
jasa yang diberikan oleh tiga perusahaan tersebut.
1. Agar tercapainya kepastian hukum, maka seharusnya perjanjian sewa

menyewa rental mobil dilakukan secara tertulis khususnya Dalam h'zaI

tanggung jawab: Pihak Penyewa berkewajiban untuk selttllll"'

bertanggung jawab atas segala barang yang diangkutnya dan apabila
ada barang vang rusak. hilang ataupun terlambat. Sedangkan apabila
ada tuntutan ganti rugi dan pihak yang menyewakan maka pihak
yang menyewakan memberikan koordinasi berkaitan dengan proses
penuntutan ganti rugi kepada pihak asuransi, dengan demikian
apabila pihak yang menyewakan menderita kerugian akibat

kerusakan dan keterlambatan maka pihak penyewa melalui
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perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sesual dengan
ketentuan.

Dalam penyelesaian sengketa: Adakalanya 3 perusahaan tersebut
menyelesaikan permasalahannya bukan hanya negosiasi tp bisa juga
cara mediasi, dengan cara 3 perusahaan tersebut memanggil
sescorang vang dalam hal im mediator untuk penyelesaiannya

berjalan dengan baik.
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KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB 11
PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN
BAGIAN |
Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lehih,

Pasal 1314

Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan.
Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak vang
satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa
menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu
persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu,
mclakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1315

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1316

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa
pihak ketiga misalkan berbuat sesuatu, tetapi hal mi tidak mengurangi
tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika
pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.

Pasal 1317

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada
orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah
menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga
telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.
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Pasal 1318

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri
dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya,
kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan
itu bahwa bukan itu maksudnya.

Pasal 1319

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak
dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang
termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

BAGIAN 2
Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

fasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
l.kesepakatan mereka vang mengikatkan dirinya;
2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1329

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan
tidak cakap untuk hal itu.

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;
I. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang tclah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-
undang dan pada
umumnya semua orang vang oleh undang-undang dilarang untuk membuat
persetujuan
tertentu.

Pasal 1333

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang
sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu
pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
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Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oteh undang-undang
atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban
umum.

BAGIAN 3
Akibat Persetujuan

Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mercka yang membuatnya. Persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,
atau karena alasan-alasan vang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan
harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339

Persetujuan tidak hanya mengikat apa vang dengan tegas ditentukan di
dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan
dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1340

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat
memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan
dalam pasal 1317.

Pasal 1341

Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunva segala
tindakan vang tidak diwajibkan yang dilakukan olch decbitur, dengan nama
apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika
tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau
untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu
mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang
yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk
mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur,
cukupiah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu
debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para
kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu
atau tidak.
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Pasal 1551

Pihak yang menyewakan wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan
dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Selama waktu sewa, ia harus
menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan yang perlu dilakukan pada
barang yang disewakan, kecuali pembentukan yang menjadi kewajiban
penyewa.

Pasal 1552

Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa terhadap semua cacat
barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang itu, meskipun |
pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat
persetujuan sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian
bagi penvewa, maka pithak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi.

Pasal 1553

Jika barang yang disewakan musnah sama sckali dalam masa scwa karena
suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi
hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka
penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan

harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua
hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Pasal 1554

Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa,
mengubah bentuk atau susunan barang vang disewakan,

Pasal 1555

Jika dalam masa sewa pada barang vang disewakan itu terpaksa diadakan
pembetulan-pembetulan yang tidak dapat ditunda sampai berakhirnya masa
sewa, maka penyewa harus menerimanya betapapun beratnya kesuszhan
yang disebabkannya, dan meskipun selama dilakukannya pembetulan-
pembetulan itu ia terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan.




